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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,
karunia, dan penyertaan-Nya sehingga buku ajar berjudul Hukum
Pajak Sumber Daya Alam: Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal, dan Isu
Kontemporer ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik mengenai masih
terbatasnya referensi yang secara khusus membahas hukum pajak
sumber daya alam sebagai suatu bidang kajian yang utuh. Selama ini
pembahasan mengenai perpajakan sektor sumber daya alam umumnya
tersebar dalam berbagai literatur hukum pajak, hukum pertambangan,
hukum lingkungan, hukum kehutanan, hukum energi, maupun hukum
administrasi negara. Akibatnya, mahasiswa sering mengalami kesulitan
untuk memahami keterkaitan antardisiplin tersebut dalam satu
kerangka berpikir yang komprehensif.

Perkembangan kebijakan perpajakan nasional yang sangat
dinamis, lahirnya berbagai regulasi baru, meningkatnya perhatian
terhadap pembangunan berkelanjutan, serta menguatnya isu transisi
energi dan ekonomi hijau semakin menunjukkan bahwa hukum pajak
sumber daya alam merupakan bidang kajian yang memiliki posisi
strategis. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memberikan
pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara sistem perpajakan,
penguasaan negara atas sumber daya alam, kebijakan fiskal,
perlindungan lingkungan hidup, serta tujuan pembangunan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dibandingkan dengan berbagai literatur yang telah ada, buku ini
menawarkan pendekatan yang lebih integratif. Pembahasan tidak hanya
berfokus pada aspek normatif hukum pajak, tetapi juga
menghubungkannya dengan dimensi filosofis, konstitusional,
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administratif, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Setiap bab
dirancang secara sistematis melalui penyajian deskripsi pembelajaran,
kompetensi pembelajaran, uraian materi, latihan analisis atau studi
kasus, sehingga mendukung proses pembelajaran yang berorientasi
pada penguatan kemampuan analisis hukum.

Buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa program sarjana
dan pascasarjana di bidang hukum, perpajakan, administrasi publik,
ekonomi, maupun bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam. Selain itu, buku ini diharapkan pula dapat
dimanfaatkan oleh dosen sebagai bahan ajar, peneliti sebagai referensi
ilmiah, aparatur pemerintah sebagai bahan pengayaan kebijakan, serta
praktisi hukum dan perpajakan sebagai sumber rujukan dalam
memahami berbagai persoalan hukum yang berkembang pada sektor
sumber daya alam.

Agar memperoleh manfaat secara optimal, mahasiswa disarankan
mempelajari materi secara bertahap sesuai urutan bab karena setiap
pembahasan saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual
yang berkesinambungan. Dosen dapat memanfaatkan latihan analisis,
studi kasus, serta soal evaluasi sebagai instrumen untuk
mengembangkan diskusi kelas, pembelajaran berbasis masalah
(problem-based learning), maupun pembelajaran berbasis studi kasus
(case method).

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum,
memperkaya literatur hukum pajak di Indonesia, serta menjadi salah
satu kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam

yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Penulis
Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H.
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BAB 1

KONSEP DASAR
HUKUM PAJAK
SUMBER DAYA ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum pajak
sumber daya alam (SDA), meliputi pengertian, karakteristik, kedudukan
pajak SDA dalam sistem hukum pajak nasional, hubungan antara
pemajakan SDA dengan hak penguasaan negara atas sumber daya alam,
serta rasionalitas penerapan pajak pada sektor SDA. Pembahasan
diarahkan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai
perbedaan pajak SDA dengan pajak umum, sekaligus menjelaskan
fungsi strategis pajak SDA sebagai instrumen fiskal dalam pengelolaan
sumber daya alam. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami dasar-dasar teoretis dan yuridis yang melandasi
keberadaan pajak SDA dalam sistem hukum Indonesia.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:
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1. Menjelaskan konsep dan karakteristik hukum pajak sumber daya
alam.

2. Menganalisis kedudukan pajak SDA dalam sistem hukum pajak
nasional.

3. Mengidentifikasi hubungan antara pemajakan SDA dan hak
penguasaan negara atas sumber daya alam.

4. Mengevaluasi rasionalitas pemajakan sektor SDA dalam perspektif
hukum dan kebijakan fiskal.

5. Membedakan karakteristik pajak SDA dengan pajak umum beserta
implikasinya terhadap pengelolaan penerimaan negara.

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PAJAK SUMBER

DAYA ALAM

Dalam percakapan sehari-hari, istilah pajak sumber daya alam
sering terdengar seolah-olah menunjuk pada satu jenis pajak tertentu.
Padahal, dalam hukum positif Indonesia, pajak SDA lebih tepat
dipahami sebagai konstruksi akademik untuk membaca berbagai pajak
yang dikenakan atas penghasilan, objek, kegiatan, transaksi, atau
manfaat ekonomi yang lahir dari pemanfaatan sumber daya alam. Inilah
titik awal yang penting: pajak SDA bukan hanya soal “berapa yang
harus dibayar perusahaan tambang atau perkebunan”, melainkan
bagaimana negara menata hubungan hukum antara kekayaan alam,
pelaku usaha, masyarakat, daerah penghasil, dan generasi yang akan
datang.

Secara konseptual, pajak SDA dapat diartikan sebagai pungutan
pajak yang dikenakan atas subjek, objek, kegiatan, penguasaan,
pengambilan, pengolahan, pemanfaatan, atau nilai tambah yang timbul
dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Konstruksi ini
berbeda dari PNBP karena PNBP merupakan penerimaan negara selain
pajak yang antara lain lahir dari pelayanan, pengaturan, pengelolaan
kekayaan negara, dan pemanfaatan SDA (Putra et al., 2023). Dalam
praktik kehutanan, misalnya, penerimaan negara dapat muncul melalui

provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan instrumen lain yang
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BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS
DAN KONSTITUSIONAL
PAJAK SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari landasan filosofis dan
konstitusional yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan pajak
sumber daya alam di Indonesia. Pembahasan mencakup makna
penguasaan negara atas SDA berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, konsep
keadilan distributif dan keadilan fiskal, pajak SDA dalam perspektif
negara kesejahteraan, serta nilai keberlanjutan dan keadilan
antargenerasi. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa diharapkan
mampu memahami bahwa pajak SDA tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan
keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:

1. Menjelaskan dasar konstitusional pemajakan SDA berdasarkan

Pasal 33 UUD 1945.

Hukum Pajak Sumber Daya Alam | 11



2. Menganalisis konsep keadilan distributif dan keadilan fiskal dalam
pengelolaan SDA.

3. Mengevaluasi peran pajak SDA dalam kerangka negara
kesejahteraan.

4. Menafsirkan prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi
dalam kebijakan perpajakan SDA.

5. Mengkaji kesesuaian kebijakan pajak SDA dengan nilai-nilai
konstitusional dan tujuan negara.

A. PASAL 33 UUD 1945 DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS

SUMBER DAYA ALAM

Pajak sumber daya alam tidak dapat dipahami hanya sebagai
teknik menarik uang dari kegiatan pertambangan, kehutanan,
perkebunan, perikanan, atau energi. Di dalam negara hukum, pajak
memang harus tunduk pada asas legalitas karena Pasal 23A UUD 1945
menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang (UUD
NRI 1945, Pasal 23A). Namun, dalam sektor SDA, dasar legalitas itu
belum cukup; ia harus dibaca bersama Pasal 33 UUD 1945 yang
menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya sebagai objek penguasaan negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat (UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3)). Dengan
demikian, pajak SDA berdiri pada dua kaki sekaligus: kaki hukum pajak
yang menuntut dasar undang-undang, dan kaki hukum konstitusi
ekonomi yang menuntut orientasi kemakmuran rakyat.

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 tidak boleh dibaca
sebagai izin bagi negara untuk bertindak seperti pemilik absolut yang
bebas menjual atau menyerahkan SDA kepada kekuatan pasar. Konsep
penguasaan negara atas SDA berkembang dalam berbagai undang-
undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga membutuhkan
penegasan agar tidak tergerus oleh pola pengelolaan yang terlalu liberal

atau terlalu berorientasi modal (Redi, 2016). Dalam kajian politik hukum

Hukum Pajak Sumber Daya Alam | 12



BAB 3

KERANGKA REGULASI
PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai regulasi yang
mengatur pemajakan sektor sumber daya alam di Indonesia, baik yang
bersumber dari peraturan perpajakan maupun regulasi sektoral seperti
pertambangan, minyak dan gas bumi, kehutanan, dan kelautan.
Pembahasan difokuskan pada harmonisasi antara hukum pajak dan
hukum SDA serta berbagai permasalahan disharmoni regulasi yang
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui bab ini,
mahasiswa diharapkan mampu memahami konstruksi regulasi pajak
SDA secara komprehensif dan kritis.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:

1. Mengidentifikasi regulasi perpajakan yang berkaitan dengan sektor
SDA.
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2. Menjelaskan keterkaitan antara hukum pajak dan regulasi sektoral
SDA.

3. Menganalisis upaya harmonisasi hukum pajak dan hukum SDA.

4. Mengidentifikasi potensi konflik norma dalam pengaturan pajak
SDA.

5. Mengevaluasi permasalahan disharmoni regulasi dan dampaknya
terhadap kepastian hukum.

A. UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERKAIT SEKTOR

SUMBER DAYA ALAM

Kerangka regulasi pajak sumber daya alam di Indonesia tidak
dapat dibaca hanya sebagai daftar undang-undang pajak. Ia harus
diletakkan dalam bangunan konstitusional yang lebih luas, terutama
Pasal 23A UUD 1945 tentang legalitas pemungutan pajak dan Pasal 33
UUD 1945 tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. Makna “dikuasai oleh negara”
tidak berhenti pada kepemilikan formal, melainkan mencakup
kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola,
mengawasi, dan memastikan agar manfaat SDA tidak jatuh hanya
kepada kelompok ekonomi yang kuat (Rachman, 2016). Dalam konteks
pertambangan, hak menguasai negara juga harus dipahami sebagai
mandat publik untuk menjaga agar mineral dan batubara dikelola bagi
kepentingan umum, bukan sekadar sebagai komoditas pasar (Maisarah,
2025).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi
salah satu simpul penting karena mengubah beberapa aspek Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), program pengungkapan sukarela, serta
memperkenalkan pajak karbon dalam sistem hukum pajak nasional
(Republik Indonesia, 2021). Dalam sektor SDA, perubahan ini penting
karena kegiatan ekstraktif dan pemanfaatan energi selalu berhubungan
dengan penghasilan, konsumsi barang dan jasa, penggunaan tanah,
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BAB 4

SUBJEK, OBJEK, DAN
DASAR PENGENAAN
PAJAK SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari aspek-aspek fundamental
pemungutan pajak SDA yang meliputi subjek pajak, objek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, serta metode penentuan nilai ekonomi
sumber daya alam. Pembahasan diarahkan pada pemahaman teknis-
yuridis mengenai bagaimana kewajiban perpajakan dalam sektor SDA
ditetapkan dan dihitung. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa
diharapkan ~mampu melakukan analisis terhadap berbagai
permasalahan yang muncul dalam penentuan dasar pengenaan pajak di
sektor sumber daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki

kemampuan untuk:

1. Mengidentifikasi subjek pajak dalam kegiatan usaha sumber daya
alam.

2. Menjelaskan karakteristik objek pajak pada sektor SDA.
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3. Menganalisis dasar pengenaan dan tarif pajak SDA.

4. Menilai metode penentuan nilai ekonomi SDA sebagai dasar
pemajakan.

5. Memecahkan permasalahan hukum terkait penentuan dasar
pengenaan pajak pada sektor SDA.

A. SUBJEK PAJAK DALAM USAHA SUMBER DAYA ALAM

Pembahasan mengenai subjek pajak dalam usaha sumber daya
alam perlu dimulai dari pertanyaan yang tampak sederhana: siapa
sesungguhnya pihak yang harus memikul kewajiban pajak atas kegiatan
pemanfaatan SDA? Dalam hukum pajak, subjek pajak dapat berupa
orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha
tetap, tetapi dalam sektor SDA pengenalannya sering lebih rumit karena
kegiatan usaha biasanya melibatkan izin, kontrak, wilayah kerja,
operator, kontraktor, afiliasi, dan pemilik manfaat ekonomi. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) menegaskan perubahan penting dalam rezim
Pajak Penghasilan (PPh), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk penguatan basis
pajak, kepatuhan, kepastian hukum, serta perubahan perlakuan atas
tarif, natura, penyusutan, amortisasi, dan fasilitas pajak (Republik
Indonesia, 2021).

Dalam sektor pertambangan mineral, kewajiban perpajakan secara
khusus dapat melekat pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP),
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat
(IPR), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau Kontrak Karya. PMK
61/PMK.03/2021 menegaskan bahwa hak dan kewajiban perpajakan
melekat pada pemegang izin atau kontrak pertambangan mineral yang
bersangkutan (Republik Indonesia, 2021). Ketentuan tersebut juga
menyebut bahwa pemegang izin atau kontrak berhak atas hasil

produksi mineral, termasuk mineral ikutan, produk samping, hasil
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BAB 5

INSTRUMEN FISKAL
DALAM PENGELOLAAN
SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen fiskal
yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pajak,
royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pembahasan
mencakup perbedaan konseptual dan yuridis antara pajak dan PNBP,
hubungan instrumen fiskal dengan kontrak karya maupun rezim
perizinan, serta strategi optimalisasi penerimaan negara dari sektor
SDA. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai peran
instrumen fiskal sebagai sarana pengelolaan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki

kemampuan untuk:

1. Menjelaskan berbagai instrumen fiskal dalam pengelolaan SDA.

2. Membedakan pajak, royalti, dan PNBP berdasarkan aspek hukum
dan fiskal.

3. Menganalisis hubungan instrumen fiskal dengan kontrak karya dan
perizinan usaha SDA.
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4. Mengevaluasi efektivitas berbagai instrumen fiskal dalam
meningkatkan penerimaan negara.

5. Merumuskan alternatif kebijakan fiskal untuk optimalisasi
pengelolaan SDA.

A. PAJAK, ROYALTI, DAN PNBP

Instrumen fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam
merupakan perangkat hukum-keuangan yang dipakai negara untuk
menarik sebagian manfaat ekonomi dari kegiatan pemanfaatan SDA.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, ketika mineral ditambang, ikan
ditangkap, kayu ditebang secara legal, atau minyak dan gas diproduksi,
selalu muncul pertanyaan: bagian mana yang menjadi hak negara dan
bagaimana cara mengambilnya secara sah? Pertanyaan ini tidak hanya
bersifat teknis anggaran, tetapi juga berhubungan dengan mandat
konstitusional agar kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran
rakyat. Dalam sektor SDA, instrumen fiskal bekerja melalui pajak,
royalti, PNBP, pungutan lingkungan, dan berbagai kewajiban keuangan
yang melekat pada izin atau kontrak.

Pajak adalah instrumen fiskal yang bersifat umum, memaksa, dan
didasarkan pada undang-undang. Dalam sektor SDA, pajak dapat
muncul dalam bentuk Pajak Penghasilan atas laba usaha, Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan barang atau jasa, Pajak Bumi dan
Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, serta pajak
daerah tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) memperbarui beberapa rezim perpajakan, antara
lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak
Penghasilan  (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta
memperkenalkan pajak karbon sebagai instrumen fiskal yang berkaitan
dengan emisi (Republik Indonesia, 2021). Pajak karbon dapat dibaca

sebagai tanda bahwa hukum pajak mulai memasuki ruang kebijakan
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BAB 6
PAJAK SDA DAN

OTONOMI DAERAH

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari hubungan antara kebijakan
pajak SDA dan pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan mencakup
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,
pengaturan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan SDA,
mekanisme dana bagi hasil SDA, serta isu keadilan fiskal bagi daerah
penghasil. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami
dinamika hubungan fiskal pusat-daerah dalam pengelolaan sumber
daya alam.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:
1. Menjelaskan pembagian kewenangan perpajakan SDA antara

pemerintah pusat dan daerah.

2. Mengidentifikasi bentuk pajak dan retribusi daerah yang berkaitan
dengan SDA.

3. Menganalisis mekanisme dana bagi hasil sumber daya alam.
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4. Mengevaluasi isu keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA.

5. Memecahkan permasalahan hukum terkait sengketa kewenangan
perpajakan SDA antara pusat dan daerah.

A. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pajak sumber daya alam dalam negara kesatuan selalu berada di
antara dua kepentingan yang sama-sama sah. Di satu sisi, negara perlu
menjaga kesatuan kebijakan fiskal nasional agar pemungutan pajak,
PNBP, royalti, dan transfer ke daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Di
sisi lain, daerah penghasil tidak dapat dipandang hanya sebagai lokasi
administratif, sebab masyarakat daerah sering menanggung langsung
debu tambang, jalan rusak, pencemaran sungai, konflik lahan, dan
tekanan sosial akibat eksploitasi SDA.

Secara konstitusional, relasi pusat-daerah dapat dibaca melalui
Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang menegaskan keberadaan
pemerintahan daerah serta hubungan keuangan pusat dan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan,
pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik
Indonesia, 2014). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (UU HKPD) kemudian mengatur hubungan keuangan pusat-
daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah, Transfer ke Daerah,
belanja daerah, pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal
nasional (Republik Indonesia, 2022).

Dalam konteks SDA, penting dibedakan antara kewenangan
mengelola sumber daya dan kewenangan memungut pajak. Daerah
tidak otomatis berhak menciptakan pajak baru hanya karena tambang,
hutan, sungai, atau wilayah pesisir berada di daerahnya. Sebaliknya,

pemerintah pusat juga tidak dapat menutup mata terhadap beban
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BAB 7

PENGAWASAN,
KEPATUHAN, DAN
PENEGAKAN HUKUM
PAJAK SUMBER DAYA
ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari sistem pengawasan,
kepatuhan, dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kewajiban pajak
sektor sumber daya alam. Materi meliputi mekanisme pengawasan,
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penerapan
sanksi administrasi dan pidana perpajakan, serta peran aparat penegak
hukum dalam menjamin efektivitas pemungutan pajak SDA.
Pembahasan ini bertujuan membangun kemampuan analitis mahasiswa
dalam menilai efektivitas sistem penegakan hukum perpajakan di sektor
SDA.
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KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki

kemampuan untuk:

1. Menjelaskan mekanisme pengawasan pemenuhan kewajiban pajak
SDA.

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib
pajak sektor SDA.

3. Mengidentifikasi bentuk sanksi administrasi dan pidana di bidang
perpajakan SDA.

4. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pajak SDA.

5. Merumuskan solusi terhadap permasalahan kepatuhan perpajakan
pada sektor SDA.

A. PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK SUMBER

DAYA ALAM

Pengawasan pajak sumber daya alam tidak dapat disamakan
begitu saja dengan pengawasan pajak pada usaha kecil atau
perdagangan biasa. Di sektor ini, satu angka dalam laporan produksi
dapat bernilai miliaran rupiah, satu perubahan harga komoditas dapat
menggeser laba secara besar, dan satu transaksi dengan perusahaan
afiliasi dapat memengaruhi besarnya pajak terutang. Karena itu,
pengawasan pajak SDA harus membaca dokumen perpajakan bersama
data izin, produksi, ekspor, harga patokan, royalti PNBP, dan
kewajiban lingkungan.

Sistem perpajakan Indonesia bertumpu pada self-assessment, yaitu
wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri pajaknya. Model ini hanya bekerja dengan baik
apabila pengawasan negara cukup kuat, terarah, dan berbasis data. PP
Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk NPWP, SPT, pembayaran
pajak, pembukuan, pemeriksaan, keberatan, penagihan, pemeriksaan

bukti permulaan, penyidikan, administrasi elektronik, integrasi data
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BAB 8

SENGKETA PAJAK DI
SEKTOR SUMBER DAYA
ALAM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari karakteristik sengketa pajak
yang terjadi di sektor sumber daya alam, termasuk mekanisme
keberatan, banding, proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak, serta
alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Pembahasan juga
diarahkan pada analisis putusan-putusan penting yang memberikan
pengaruh terhadap perkembangan hukum pajak SDA. Setelah
mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan
untuk melakukan analisis yuridis terhadap sengketa perpajakan yang
muncul dalam pengelolaan SDA.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:

1. Menjelaskan karakteristik sengketa pajak di sektor SDA.

2. Menganalisis mekanisme keberatan dan banding pajak sektor SDA.

3. Mengevaluasi peran Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa
SDA.
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4. Mengkaji putusan-putusan penting yang berkaitan dengan sengketa
pajak SDA.

5. Menentukan alternatif penyelesaian sengketa pajak yang efektif dan
berkeadilan.

A. KARAKTERISTIK SENGKETA PAJAK SUMBER DAYA ALAM
Sengketa pajak di sektor sumber daya alam tidak pernah
sesederhana perbedaan hitungan antara fiskus dan wajib pajak. Di balik
satu angka pajak terutang, sering terdapat data produksi, kadar mineral,
luas wilayah kerja, harga patokan, kontrak penjualan, hubungan afiliasi,
biaya reklamasi, dokumen ekspor, dan laporan keuangan yang saling
berkaitan. Itulah sebabnya sengketa pajak SDA perlu dibaca sebagai
pertemuan antara hukum pajak, hukum administrasi negara, hukum
sumber daya alam, hukum lingkungan, dan hukum pembuktian.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, sengketa pajak pada
umumnya lahir dari keputusan atau tindakan pejabat pajak yang
menurut wajib pajak tidak sesuai dengan fakta atau hukum yang
berlaku. PP Nomor 50 Tahun 2022 mengatur bahwa hak dan kewajiban
perpajakan meliputi pembukuan, pemeriksaan, penetapan, ketetapan,
keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan,
gugatan, penagihan, prosedur persetujuan bersama, hingga
pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan (Republik Indonesia,
2022). Dalam kerangka itu, sengketa pajak SDA dapat muncul sejak
tahap pengawasan, pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, sampai
peninjauan kembali.

Karakter pertama sengketa pajak SDA adalah kuatnya unsur
teknis. Sengketa Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan tambang,
misalnya, tidak hanya bertumpu pada laporan laba rugi, tetapi juga
pada volume produksi, harga jual, biaya eksplorasi, biaya
pengangkutan, jasa manajemen, bunga pinjaman, dan kewajaran

transaksi dengan pihak afiliasi. Penelitian Auliya dan Rosid
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BAB 9
PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DALAM
PERSPEKTIF
LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari keterkaitan antara kebijakan
pajak SDA dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan. Pembahasan meliputi konsep pajak lingkungan (green
taxation), internalisasi biaya lingkungan, fungsi pajak dalam
perlindungan lingkungan hidup, serta berbagai tantangan implementasi
pajak berkelanjutan di Indonesia. Melalui pembahasan ini, mahasiswa
diharapkan mampu memahami pajak SDA sebagai instrumen yang
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tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga pada
keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki

kemampuan untuk:

1. Menjelaskan konsep pajak lingkungan dan green taxation.

2. Menganalisis prinsip internalisasi biaya lingkungan dalam
kebijakan pajak SDA.

3. Mengevaluasi peran pajak SDA dalam mendukung perlindungan
lingkungan hidup.

4. Mengidentifikasi tantangan implementasi pajak berkelanjutan di
Indonesia.

5. Merumuskan  kebijakan  perpajakan = yang  mendukung
pembangunan berkelanjutan.

A. PAJAKLINGKUNGAN DAN GREEN TAXATION

Pajak sumber daya alam pada mulanya sering dibaca sebagai
instrumen penerimaan negara. Cara baca itu tidak salah, tetapi menjadi
kurang lengkap ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kegiatan
SDA hampir selalu meninggalkan jejak ekologis. Tambang
menghasilkan lubang dan limbah, migas menghasilkan emisi dan risiko
tumpahan, kehutanan menghadapi deforestasi, sedangkan kelautan
berhadapan dengan penurunan stok ikan dan pencemaran pesisir.
Dalam konteks inilah pajak lingkungan hadir sebagai instrumen yang
tidak hanya bertanya “berapa negara menerima”, tetapi juga
“bagaimana perilaku ekonomi diarahkan agar tidak merusak daya
dukung lingkungan”. Environmental taxes dirancang untuk mendorong
industri mengurangi jejak karbon dan memperbaiki praktik usaha
menuju ekonomi hijau (Firdaus et al., 2024).

Konsep green taxation bertumpu pada gagasan sederhana: kegiatan
yang menimbulkan beban ekologis seharusnya tidak dibiarkan murah

hanya karena biaya kerusakannya ditanggung masyarakat. Pajak
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BAB 10

ISU KONTEMPORER
DAN ARAH
PEMBARUAN PAJAK
SDA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai perkembangan
mutakhir yang memengaruhi kebijakan pajak sumber daya alam,
termasuk transisi energi, globalisasi ekonomi, dinamika perpajakan
internasional, dan agenda reformasi hukum pajak SDA di masa depan.
Pembahasan diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis
dan prospektif dalam menilai tantangan serta peluang pembaruan
sistem perpajakan SDA. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa
diharapkan mampu memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan
yang relevan terhadap perkembangan hukum dan kebijakan fiskal
global.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan untuk:
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1. Menganalisis pengaruh transisi energi terhadap kebijakan pajak
SDA.

2. Mengevaluasi dampak globalisasi terhadap sistem perpajakan
sektor SDA.

3. Membandingkan kebijakan pajak SDA Indonesia dengan praktik
internasional.

4. Mengidentifikasi tantangan dan peluang reformasi hukum pajak
SDA.

5. Merancang rekomendasi kebijakan pembaruan hukum pajak SDA
yang berorientasi pada keadilan fiskal, keberlanjutan, dan kepastian
hukum.

A. PAJAK SUMBER DAYA ALAM DI ERA TRANSISI ENERGI

Transisi energi mengubah cara hukum pajak sumber daya alam
harus dibaca. Selama beberapa dekade, negara memperoleh penerimaan
penting dari minyak, gas, batubara, mineral, kehutanan, dan berbagai
komoditas ekstraktif. Namun, ketika kebijakan iklim global bergerak
menuju ekonomi rendah karbon, pajak SDA tidak cukup lagi dipakai
untuk menarik penerimaan dari kegiatan ekstraksi; ia juga harus
diarahkan untuk membiayai perubahan, mengoreksi emisi, dan menjaga
agar daerah penghasil tidak ditinggalkan begitu saja. Pajak karbon di
Indonesia diposisikan sebagai bagian dari kebijakan energi dan
pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar instrumen penerimaan
baru (Hartono et al., 2023).

Ketergantungan fiskal pada energi fosil menghadirkan dilema
yang tidak ringan. Batubara, minyak, dan gas masih memberikan
penerimaan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), PBB, royalti, PNBP, dan Dana Bagi Hasil, tetapi pada saat yang
sama komoditas tersebut berada di bawah tekanan agenda
dekarbonisasi. Risiko fiskalnya dapat muncul pelan-pelan: harga turun,
permintaan berubah, pembiayaan proyek fosil makin mahal, dan aset
tertentu dapat menjadi stranded assets. Dalam konteks Indonesia,

pembahasan transisi batubara tidak dapat dilepaskan dari aktor,
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— HUKLIIM —

PAJAK

SUMBER DAYA ALAM

Kerangka Yuridis, Kebijakan Fiskal,
dan Isu Kontemporer

Sumber daya alam merupakan salah satu pilar utama pembangunan
nasional sekaligus aset strategis yang harus dikelola sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, hukum pajak tidak
lagi dipahami sekadar sebagai instrumen penghimpunan penerimaan
negara, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan fiskal,
kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, pemerataan
pembangunan, serta keberlanjutan antargenerasi. Kompleksitas hubungan
antara hukum pajak, kebijakan fiskal, regulasi sektoral, dan tata kelola
sumber daya alam menjadikan kajian ini semakin penting di tengah
berbagai dinamika reformasi perpajakan dan tantangan pembangunan
berkelanjutan.

Buku Ajar "Hukum Pajak Sumber Daya Alam: Kerangka Yuridis, Kebijakan
Fiskal, dan Isu Kontemporer” menyajikan pembahasan yang komprehensif
mengenai konsep dasar hukum pajak sumber daya alam, landasan filosofis
dan konstitusional, kerangka regulasi nasional, subjek dan objek pajak,
instrumen fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam, hubungan antara
perpajakan dan otonomi daerah, pengawasan, kepatuhan, penegakan
hukum, penyelesaian sengketa pajak, hingga berbagai isu kontemporer
seperti pajak karbon, pembangunan berkelanjutan, dan arah reformasi
kebijakan fiskal Indonesia.

Disusun dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan hukum pajak,
hukumn administrasi negara, hukum lingkungan, hukum keuangan negara,
serta hukum pengelolaan sumber daya alam, buku ini tidak hanya
memberikan pemahaman konseptual yang kuat, tetapi juga melatih
kemampuan analisis melalui latihan, studi kasus, dan evaluasi pembelajaran
pada setiap bab. Dengan bahasa yang sistematis, argumentatif, dan berbasis
perkembangan regulasi serta literatur ilmigh mutakhir, buku ini menjadi
referensi yang relevan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah,
praktisi perpajakan, konsultan hukum, advokat, maupun seluruh pihak yang
memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sistem
perpajakan Indonesia.
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